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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIEOTA METRO
NOMOR % | TAHUN 2016
TENTANG

SUSUNAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

&

Menimbang

Mengingat

KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRD,

bahwa unmk melaksonakan ketenman Pasal 3 Peraturan
Daerah Kotz Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Metro,
periu menctapkan Peraturan Walikota tentang Susunan,
Tugas, dan Fungsi Perangkat Dacrah Kota Metro.

1. Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 1999 tcntang
Pembentukan Kabupaten Dab Il Way Kanan, Kabupaten
Dati I Lampung Timur dan Kotamadya Dati 11 Metro
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor <46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007  lenlang
Penangpgulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  4723);

3. Undang-Undang Nomor (2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tabun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republike
Indoncsia Nomor 2234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara HRepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Nemara Hepublik Indonesia Nomor 5587Y) schagaimana
telah diubah beberapa kali lerakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ([Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);

[#]
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Memperhatikan

Menetapkan

&,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerinlahan (lembaran Negara Republik
Tndonesia Tabun 2014 Nomor 292, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Peranglkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemhbaran Negara
Republik Indonesia Nomor S887); dan

Peraturan Daerah Kota Mctro Nomor 24 Tahun 2016
tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016
Nomor 24, Tambahan Lembaran Dacrah Koty Meoro
Nomaor 24,

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/8;
Tabun 2016  tentang  Tindak Lanjur  Peraturan
Pemerintah Nomor 1|8 Tahun 2016 tentang Peranghkal
Daesrah:

MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, TUGAS
DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KOTA METRO.

BAB I
EETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalar Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan -
1. Kotz adalah Kota Mctro:

2.  Pemcrintah Kola adalah Pemerintah Kot Metra:

3. Walikota adalah Walikota Metro;

4. Walil Walikota adalah Wakil Walikola Metro:

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kcpala

daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

5.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ealorat
Daerah Kota Metro,

7. Sekrelariat Daerah adalah Sekretariat Dacrzh Kora
Metro;

8.  Bekretaris Daerah adalah Sckretaris Dzerah Kots
Metro;

9. Belaetarial  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah
sclanjutnya  disingkat  Sekretariat DPRD  adalah
Sclretarial Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kota

Metro:

10, Sckretaris  Dewan  Perwakilan Rakvat Daerah
selanjuinya  disingkat Sekretaris DPRD  adalah
Hckretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota
Meotro:
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1,

17,

18.

(1]

(2]

-Stal Ahli adalah Staf Ahli Walikota Metro;
12,
L3
14,

Inspektoral adalah Inspektorat Kota Metro;
Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Metro:
Badan Daerah adalah Badan Dasrah Kota Metro:

. Unil Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas Vang

melaksanakan kegiatan (eknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu;

Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk
melaksanakan  kegiatan tcknis operasional dan/atau  keglatsen  teknis
penurjang tertenii;

Pegawal Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawal ASN adalah
pegawal neger: sipll dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkal vleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan dissrahi tugas negara
lainnys dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan;

Jabatan  Fungsional adalah  kedudukan yang menunjukkan  tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak sescorang Pegawai Negeri Sipil dalam
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnyva didasarkan pada
keahlian dun keterampilan rertentu serta bersifat rmandid.

BAB II
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Peranglkat Daerah Kota Metro terdin dari Sckretarial Dacrah, Selretariat
Dewan, Tnspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan, Kantor
Kesaluan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Dacrah;

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Dacrah sebagaimana dimslesud ayar
(1) diatas tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu
SEEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupaksn unsur stal vang mempunyal tugas dan
kewaiilban  membantu  Wallkota dalam  menyvusun  kebijskan  dan
mengoordinasikan T¥nas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan, Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penangsulangan Dencana Daerah;
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Busunan Organisasi Sekretarial Dacrah terdiri dari ;
A, Sekretans Daerah;
B. Asistcn Bidang Pemeriniahan dan Kesejahreraan Ralorar, membawshi
1. Bagian Pemerintahan, membawahi
#, Bub Bagian Pemerintahan Umum:
b. Sub Bagian Bina Otonomi dan Kerjasama Daerah:
c. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan,
2. Bagian Bagian Kescjahteraan Rakvat, membawahi
a. Sub Bagian Agama dan Kemasyarakatan;
b Sul: Bagian Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga:
¢, Sub Baglan Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan,
3. Bagian Hukum, membawald :
4, Sub Bagian Perundang-Undangan;
b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
. c. Sub Bagian Administrasi, Informasi dan Doltumentasi.

C. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawshi ;
1. Bagian Perekonomian, membawahi
a. Sub Bagian Perckonomian Produksi:
b. Sub Ragian Pengembangan Perekonomian Umum:
<. Bub Bagian Data dan Pelaporan.
2. Bagian Pembangunan, membawahi :
a. Sub Bagian Pengadaan ULP/LPSE;
L. Subr Baglan Pengendalian;
¢. Sub Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan,

D. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi ¢
1. Bagian Organisasi, membawahi ;
a. Suly Bagian Kelembagaan;
b. Sub Bagian Tata Laksana:
¢, Sub Bagian Kepegawaian dan Pemberdayaan Aparatur,
. 2. Bagian Protokol, membawahi ¢
4. Sub Bagian Administrasi Pimpinan;
b. Bub Bagian Tamu;
c. Sub Bagian Acara.
3. Bagian Tata Usaha Keuangan, membawahi
a. Sub Bagian Anggaran;
L. Sub Baglan Perbendaharaan:
c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.
4. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi
a, 3ub Bagian Tata Usaha;
bx. Sub Bagian Rumah Tangga;
. Sub Bagian Perlengkapan.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana  dimaksud ayat (1) di atas
lercantum dalam Lampiran La Peraturan Walikota ini.

() Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud avat (1) di atas
tercanium dalam Lampiran Il.a Peraturan Walikota ini.
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Bagian Kedua
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Paragraf 3
Kedudukan

Paszal 5

Seleretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris Dewan, merupakan unsur siaf
vang mempunyai tigas dan kewajiban melakukan pelayanan administrasi
terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan terdiri dari

A, Sekretariat Dewan dipimpin cleh Sekrelans;

B.Bagian Perundang-undangan dan Persidangan, terdiri dari
1. Sub Bagian Perundang-undangan;

. 2. Sub Bagian Teknis Persidangan.

C. Bagian Keuangan, terdiri dan :
1. Suly Bagian Anggaran;
2. Sub Bapian Perbendaharaan, Pembulkuan dan Verilikasi,

D. Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari
1. Sub Bagian Tata Ussha, Humas dan Protokal;
2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

E. Kclompok jabatan fungsional

(2] Bagan Strukiur Orpganisasi scbagaimana dimaksud ayat (1) di atas
tercantum dalam Lampiran Lb Peraturan Walikora ini.

(3} Tugas dan Fungsi Organisasi scbagaimana dimaksud ayat (1) di atas
lercanium dalam Lampiran [1.b Peraturan Walikols ini.

Bagian Ketiga
INSPEEKTORAT

. Paragraf 5
Kedudukan

Pasal 7

Inspektorat merupakan unsur teknis yang mempunyal tugas dan kewanban
membantu  Walikota membina dan  mengawasi pelaksanasn Urusan
Pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerab dan Tugas Pembantuan oleh
Perangkat Daeral;

Paragraf 6
Susunan Organisasi

Paszsal 8

(1} Busunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
AL Inspekiur,
B. Bekretariat, terdiri dari @
1. Bub Bagion Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
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C, Inspektur Pembantu [

D, Inspeknir Pembantu I

E. [nspekiur Pembantu L1

F. Kelompok jabatan fungsional

Bagan Struktur Organisasi schagaimana dimaksud ayat (1) di alas
tercantum dalam Lampiran I.c Peraturan Walikota ini.

Tugas dan Fungsi Organisas] schagaimana dimaksud ayat (1) di atas
tercantum dalam Lampiran ll.c Peraturan Walilota ini.

Bagian Keempat
DINAS PENDIDIKAN DAN KEEUDAYAAN

Paragraf 7
Kedudukan

Pasal 9

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur tcknis vang mempunyai
. tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan
wajib pelayanan dasar bidang pendidikan dan kebudayaan;

(L)

=

(5]

Paragraf 8
Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari
A, Kepala Dinas;
B. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD;
2. Buhb Bagian Umum dan Kepegawalan;
3. Bub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdin dari :
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Beksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
D. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari !
1. Beksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Beksi Kelembagaan dan Sarana Prasarans,
3. Seksi Pesgerta Didik dan Pembangunan Karakter.
E.Bidang Kebudayaan, terdiri dan :
1. Beksi Cagar Budaya dan Permuseunan;
2, Seksi Sejarah dan Tradisg;
3. Seksi Kesenian.
F.Bidang Pembinaan Keienagaan, terdiri dart
1. S8cksi PTK PAUD dan Pendidikan Mon Formal;
2. Scksi PTK Pendidikan Dasar;
3. Beksi Tenaga Kehudayaan.,
G.Unit Pelalksana Teknis (UFT)
H.Kclompok jabatan fungsional

Bagan Etulmur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di oatas
tercantum dalom Lampiran Ld Peraturan Walikota ni.

Tugas dan Fungsi Organisasi scbagaimana dimaksud avat {1) di aas
tercantum dalam Lampiran [ a Peraturan Walikota ini.
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Bagian Kelima
DINAS KESEHATAN

Paragral 9
Kedudukan

Pasal 11

Dinas Kesehatan merupakan unsur teknis vang mempunyal tugas dan
kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urasan  wajb
pelayanan dasar bidang kesehatan,

Paragrafl 10
Susunan Organisasi

Pa=al 12

(1] Busunan Orgamisasi Dinas Kesehalan lerdirn dar ;
A, Kepala Dinas;
B. Sclkrotanat, terdiri dan :
1. Bub Bagian Informasi dan Program;
2, Bub HBagian Keuangan, Kepegawaian dan Urmuam.
.. C. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penvakit | terdiri dani :
1. Secksi Surveilance dan Imunisasi;
2. Beksi Pencegahan dan Pengendalisn Penyalkit Menular;
3. Beksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keschatan Jiwa,
D. Bidang Peclayanan dan Sumbecrdaya Keschatan, terdiri dari -
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pembiavaan Kesehatan;
2, Beltsl SDM Keschatan, Lisensi, Sertifilkkas] dan Akreditas:;
3. SBeksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
E. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
1. Seksi Keasehatan Keluarga dan Gizi;
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakal;
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
F.Unit Pelaksana Tekms (UPT)
G Kelompok jabatan fungsional

(2] Bagan Strulmur Organisasi sebagaimana dimaksud avat (1) <1 atas
tercantum dalam Lampiran Le Peraturan Walikota ind.

. (3] Tugas dan Fungsi Organisas sebagaimena dimaksud avat (1) di oatas
tercantum dalam Lampiran IILE Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Paragraf 11

Kedudulan
Pazal 13

Mnas Pekerjaan Umum dan Tata Euang merupakan unsur teknis vang
MompUnyal tugas dan kewajiban membantu Walikola  dalem
menyelengparalkan urusan wajib pelavanan dasar bidang pckerjaan wmam dan

prnataan raang;

Paragraf 12
Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari -
A. Kepala Dinas;
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B. Sekretariat, terdiri dam :
1. Sub RBagian Perencanaan dan Keuangan;
2, Sub Bagian Umum dan Kepegawalan,
C. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
1. Sekai Pembangunan;
2. Sekai Pemeliharaan;
3. Seksi Peralatan dan Perbengkelan.

D. Bidang Cipta Karva dan Tata Ruang, terdiri dari @
1. Scksi penatasn bangunan dan penataan riang,
2. Seksi pengembangan infrastrakioar permukiman;
A. Seksi penyvehatan linglkungan dan air minom.

E. Bidang Pengairan, terdiri dari :

1. Seksi pembangunan dan peningkatan;
2. Seksi operasional dan pemeliharaan;
3. Seksi bina kelembagaan dan penyuluhan,

F.Unit Pelaksans Teknis (UPT)

G Kelompok jabatan lungswonal

(2} Bagon Struktur Organisasi scbagaimana dimaksud avat (1) di oatas
tercantam dalam Lampiran Lf Peraturan Walikota mi.

. (3} Tuges dan Fungsi Organisast schagaimana dimaksad ayat (1) dioatas
tercantum dalam Lampiran [[l.¢c Peraturan Walilota ini.

Bagian Ketujuh
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEEMUEKIMAN

Paragraf 13
Heduduonkan

Pasal 15

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupekan unsur tekms vang
TTIETIIE LTy Hi LLigas dan kewnjiban e bEntu Walikota  dalam
menyelenpggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan rakeyat
dan kawasan permukiman;

. Paragraf 14
Susunan Organisasi

Pasal 16

(1} Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdin
dari :
AL Kepala Dinas;
H. Sekretarial, lerdiri dar ;
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. 3ub Bagian Umum dan Kepepawaian.
C. Bidang Perumahan Ralgat, terdiri dari ¢
1. Sckei Pengembangan Lingkunsan Perumahan;
2. Beksi Data, Informasi, Pemantauan dan Fvaluasi;
3. Bcksi Kelembagaan dan Kemitraan.
D. Bidang Penerangan Jalan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
1. SBeksi Penerangan Jalan;
2. Seksi Pertamanan dan Taman Pemalkaman;
3. Seksi Barana Prasarana Permukiman.
E. Unit Pelaksana Teknis (LUPT)
F. Kelompok jabatan fungsional
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(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas
tercantum dalam Lampiran Ig Peraturan Walikota im.

(3} Tugas dan PFungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayal (1] di awas
tercantum dalam Lampiran 1l.d Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
BATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 15
Kedudukan

Pasal 17

Satman Palisi Pamong Praja merupakan unsur teknis vang mempunysl tugas
dan kewsjiban membantu Walikotsn dalam menyelenggarakan urusan wajib
pulavanan dasar bidang ketentraman dan  ketertiban  umum  scrta
perlindungan masyarakat;

. Paragraf 16
Susnnan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dard ¢
A, Kepala Saluan;
3. Sekretanat, terdiri dari :
1. 5uh  Bagian Penyusunan  Program, Monitoring, Evaluasi  dan
Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
A, 5ub Bagian Keuangan.
. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Permnadam Kebakaran terdiri dard -
1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Satlinmas;
4. Scksi Batgas Pencegahan Pemadam Kebakaran;
3. Seksi Barana dan Prasarana.
D, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenlraman Masyarakat, terdiri dari ¢
. 1. Bcksi Operasi dan Pengendalian;
2. Belsl Ketertiban Umum;
3. Seksi Pengamanan.
E. Bidang Penegakan Peraturan Daeroh, terdiri dari ;
I. Selesi Penegalkan;
2. Seka Pernbinaan, Pengawasan dan Penyvuluhan;
3. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
. Didang Penpembangan Sumber Daya Aparatur, terdin dari ;
| . Seksi Peningkatan dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur,
2. Selesl Pelatihang
3. Seksi Teknis Fungsional.
G, Ut Pelaksana Telenis (UPT)
H.Kelompok jabatan fungsional

(2) Bagan Btruktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayal (1) di acas
lercantum dalam Lampiran Lh Peraturan Walikota ini.

(3] Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayet (1) di atas
tereantum dalam Lampiran [TLe Peraturan Walikota ini.
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Bagian Hesembilan
DINAS SOSIAL

Paragraf 17
Kedudukan

Pa=al 19

Mnas Sosial merpakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban
membantu Walikota dalam menyelengpgarakan urusan wajib pelavanan dasar
bidang sosial;

Paragraf 18
Susunan Organisasi

Pasal 20

[1] Busunan Organisasi Dinas Sesial terdiri dari
A. Kepala Dinas;
B. Sekretariat, terdin dari :
1. 5ub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. 5ub Bagian Umum dan Kepocgawaian.
C.Bidang Perlindungan, Jaminan Scosial dan Penanganan Fakir Miskin,
terdiri dari :
L. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Beksi Penangsnan Faldr Miskin;
3. Seksi Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Masvarakat,
D. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Suvsial, terdiri dari :
1. Seksi Pelavanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia;
2. Beksi Disabilitas, Ketunaan Bosial dan Keorban Tindak
Eckerasan/Korban Perdagangan Orang (KTH/ KPO);
3. Beksi Pemberdayvaan Sosial,
E. Unit Pelaksana Teknis [UPT)
F. Kelompok jabalan [ungsional

(2] Bagan Struktur Organisasi scbagaimana dimaksud ayat (1) di atas
tercantum dalam Lampiran Li Peraturan Walikota ini.

(3] Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud avat 1] di alas
tercantum dalam Lampiran 1. Peraturan Walikots ini,

Bagian Kesepuluh
DINAE TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 19

Kedudukan

Pasal 21
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur teknis yang
mempunyai tugas  dan  kewajiban membantu Walikota dalam

menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang tenaga kera,
Transmigrasi dan unsur penunjang pemberdayaan masvarakat;

Paragraf 14
Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari -
A, Kepala Dinas;
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B. Sckretariat, tordin dar ¢
1. 3ub Bagan Perencanaan dan Keuangan;
2, Bub Bagian Umum dan Kepegawaian.
C. Bidang Ketenagakenaan, terdin dan ;
1. Beksi Pembinaan Penempatan Tenapgn Eerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja;
2, Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produlttivitas Tenaga Kerjag
3. Beksi Pembinaan Hubungan Industrial,
L. Bidang Pemberdavasn Masvarakat dan Transmigrasi, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Kelurahan dan Penpembangan teknologh Tepat Guns;
2. Bekal Kelernbagaan, Soxial Budaya Masyarakat dan Transmigrasi;
3. Beksi Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat.
E. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
F. Kelompok jabatan fungsional

{2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayvat (1] di sias tercantum
dalam Lampiran [ ] Peraturan Walikota ini.

[3) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud avat (1) di atas
tercantum dalam Lampiran lUlg Peraturan Walikota ind.

. Bagian Hesebelas
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Paragraf 20
Kedudukan

Pasal 23

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana merupakan unsur teknis vang mempunyvai tougas dan
kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib non
pelayanan  dasar bidang pemberdaysan  perempuan, perlindungan  anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencanea;

Paragraf 21
Susunan Organigasi

Pasal 24

[1] Busunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, lerdin dari;
A Fepala Dinas;
B. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan:
4. 5ub Bagian Keuangan;
3. 5ub Bagian Umum dan Kepegowaian,
C.Bidang FPengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdir
dari ;
l. Seksi Advoliasi dan Penggerakan;
4. Seks Penyuluhan dan Pendayagunaan PLEB dan Kader KB;
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluargs,
D.Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kescjahteraan Keluarea,
terdiri dari :
1. Beksi.Jaminan Pelayanan KB;
2. Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan KB,
3. Seksi Ketahanan dan Kesgjahterazn Keluarga,
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E. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari ;
1. Seksl Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayasn Perempuan:
2, Seksi Perlindungan Perempuan;
2. Scksi Data dan Informeasi.
F. Bidang Perlindungan Anak, Lerdiri dari :
I. Seksi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Analk;
2. Beksi Perlindungan Anak;
3. 3¢ksi Tumbuh kembang Anak, Data dan Informasi Analk.
G.Unit Pelaksansa Teknis [UFPT)
H.Kelompok jabatan fungsional

12) Bagan Slrukiur Organisasi sehagaimana dimslesud avat (1) di atas
tercanium dalam Lampiran Lk Peraturan Walikota ini.

13) Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas
tercanlum dalam Lampiran MLh Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduabelas
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Paragraf 22
Kedudukan

Pasal 25

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan unsur teknis
vang mempunyai lugas dan  kewajiban  membantu Waliketa dalam
menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan
bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;

Paragraf 23
Susunan Organisasi

Pasal 26

(1] Susunan Organisasi Dinas Kelahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
terdin dari :
A, Kepala Dinas;
B. Sekretariat, terdinri dari ;
1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2, 5ub Bagian Keuangan dan Asct;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
. Bidang Kerahanan Pangan, terdiri dari -
1. Scksi Ketersedisan dan Kerawanan Pangan;
2. Beksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
3. Beksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
D. Bidang Tanaman Pangan, Hortikuliura dan Perkebunan, terdisi dari :
1. Beksi Ferbenihan, Produksi dan Perlindungan;
2. Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian;
3. 5cksl  Pengolahan  dan Pemasaran  Hasil Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan.
E. Bidang Peternakan dan Keschatan Hewan, terdir dari ;
1. Seksi Beniih/ Bibit dan Produksi:
2. Seksi Kesehatan Hewan
3. Beksi Keschatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Peternakan,
F. Bidang Penvuluhan, terdiri dari
1. Sekesi Kelembagasn Penvuluhan:
2. Scksi Ketenapaan Penoyaluhan;
3, Scksi Metode dan Informasi Penyuluhan,
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(3. Bidang Perikanan, tcrdiri dari :
1. 5ek=i 3DM dan Kelembagaan;
2. Beksi Kesehatan lkan dan Lingkungan;
3. Scksi Pengembangan Budidaya,
H.Unit Pelaksana Teknis (UPT)
I. Kelompok jabatan fungsional

12} Bagan Struktur Organisasi sebapaimana dimaksud avat (1) di atlas
lervanium dalam Lampiran 1.1 Peraniran Walikeota ini.

(3} Tugas dan PFungs: Organisasi sebagaimana dimaksud avat (1) di atas
tercantum dalam Lampiran 1111 Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketigabelas
DINAS LINGEUNGAN HIDUP

Paragraf 24
Hedudukan

Pasal 27

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur tcknis vang mempunyai tugas dan
kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggzrakan urusan wajih non
pelavanan dasar bidang lingloongan hidup;

Paragrafl 25
Susunan Organisasi

Pas=sal 28

(1} Busunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdid dari :

A, Kepala Dinas;

B. Sclkretariat, terdiri dar ;
1. Bub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Bul Bagiun Umum dan Kepegawaian;

C. Bidang Perizinan dan Pengawasan, terdir dardi :

'. 1. Beksi Perizinan,

2. Seks Pengawasan,
3. Beky Penegakan Hukum,

D, Bidang Kebersihan dan Pengelolsan Sampah | terdiri dard ;
1. Beksi Pengelolaan Sampah;
2. Beksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persampahan;
3. Seksi Perdapalan,

E. Bidang Pengendalian, Pemantauan dan Kemitraan terdiri dari -
1. Beksi Konservas! dan Rehabilitasi:
2. Seksi Pernan lauan;
3. Scksi Informasi, Pendidikan dan Pembinaan Kemitraan.

F.Unit Pelaksana Teknis [UIFT)

(. Kelompok jabatan fungsional

[2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas
tercantum dalam Lampiran I.m Peraturan Walikota ini,

(3] Tugas dan Fungsi Organisasi scbagaimana dimaksud ayat (1) di atas
tercantum dalam Lampiran IIT. j Peraturan Waliketa ini,
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Bagian Keempatbelas
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 26
Kedudukan

Pasal 29

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupaken unsur lecknis vang
mempunyai  tugas  dan  kewajiban  membantn Walikola  dalam
menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang administrasi
kependuduksn dan pencatatan sipil;

Paragraf 27
Susunan Organisasi

Pasal 30

(1] Susunan Organisasi Dinas Kependudukan darn Pencatatan Si pil terdiri dari -
A, kepala Dinas;
B. Sekrelariat, terdiri darj :
1. 5ub Bagian Perencansan dan Keuangan;
2, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
L. Seksi [dentitas Pendudualk;
2. Beksi Pindah Dailang Pendudulk:
3. Belesi Pendataan Pendudulk.
[. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. Seksi Kelahiran;
2. Seksi Perkawinan dan Perceralan :
3. Seks1 Perubahan Status Anak, Pewargancgaraan dan Kematizn,
L. Didang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan [PIAK) Dan
Permnanfaatan Daty, terdiri dari ¢
1. Seksi Bistemn Informasi Administrasi Kependuduken;
2. Beksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudulan;
3. Beksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan,
F. Kelompok jabatan fungsional

(2] Bagan Struktur Organisasi Dinas Daeral adalzh seDagaimana tcrcantum
dalam Lampiran Ln Peraturan Walikota ini.

(3] Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Doerah adaluh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 11k Peraturan Walilota ini.

Bagian Kelimabelas
DINAS PERHUBUNGAN

Paragraf 28
Kedudukan

Pasal 31
Dinas Perbubungan merupakan unsur teknis yang mempunyal tugas dan

kewnjiban membantu Walikota dalam menvelenggarakan urusan wajib nom
pelayanan dasar bidang perhubungan darar:
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Paragraf 29
Susunan Organisasi

Pazal 32

(1] Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Lerdin dari .
A. Kepala Dinas;
B. Bckretariat, terdin dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,;
2, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
C, Bidang Lalu Lintas, terdin dari :
L. Seksi Mangjemen dan Rekavasa Lalu Lintas,
2. Beksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas;
3. Belks Pengendalian Operasional Lalu Lantas,
[, Bidang Anglutan, terdiri dari ;
1. Scksl Angkutan Orang;
2. Becksl Angkutan Barang;
3, Bcksi Teknik Sarana den Prasarans Angloutan.
E.Unit Pelaksana Telknis (UPT]
IF Kelompok jabatan fungsional

(2) Bagan Strukitur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas
tercantum dalam Lampiran Lo Peraturan Walikota ini.

(3) Tugas dan Fungsi Organisasl scbhagaimana dimaksud ayat (1) di atas
tercantum dalam Lampiran II1.| Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenambelas
DINAS HOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Paragraf 30
Kedudukan

Pasal 33

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur teknis yang mempunyai
tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urasan
wa]ib non pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika ;

Paragraf 31
Susunan Organisasi

Pagal 34

[1] Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatiks terdiri dar :
A. Kepala Dinas;
B. Sekretarial, lerdiri dari ;
L. 5ub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. 5ub Bagian Umum dan Kepogawailan.,
C. Bidang Komunikasi dan Informasi, terdiri dari :
L. Seksi Pelavanan Informasi dan Persandian;
2. Bels Pemberdaysan Media Massa;
3. Beksi Hubungan Antar Lembaga,
D. Bidang Statistik dan Informatika, terdin dan
L. Seksi Sumberdava Informarika;
2. Scksi Bistem Informasi, Data dan Statistik;
3. Selsi Aplikasi Inflormetika.
F.Unit Pelaksana Teknis (UPT)
F RKelompol jabatan fungsional
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Bagan Strultur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas
tercantum dalam Lampiran Lp Peraturan Walikota ini.

Tugas dan Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas
rercantum dalam Lampiran lII.m Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuhbelas
DINAS HOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN

Paragraf 32
Kedudukan

Pagzal 35

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian merupakan
unsur teknis yang mempunyai tupgas dan kewajiban membantu Waliketa dalam
menyelenggarakan wrusan wajib non pelayanan dasar bidang koperasi, usaha
mikro kecil menengah dan perind usiran;

(1)

(<]

(3]

Paragraf 33
Susunan Organisasi

Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecill Menengah dan
Perindustrian Daerah terdini dar ;
A, Kepala Dinas;
B. Sckretariat, terdird dari :
l. Bub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Bub Bagian Umum dan Kepegawaian.
C. Bidang Koperasi, terdiri dari :
1. Seksi Bina Lembaga Koperasi;
3, Beksi Penilaian darn Pengawasan Koperasi;
3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi.
L. Bidang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMEM), terdiri dart :
1. Selesa Hina Usaha UMEM;
2. Seksi Penilaian dan Pengawasan UMKM:
3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayvaan UMEM,
E. Bidang Indusatsd, terdin dar ;
1. Kepsla Secksi Bina Sarana Industri;
2. Kepala Seksi Bimbingan Usaha Industri;
3. Kepala Seksi Bimbingan Produksi Industri.
I. Kelompok jabatan fungsional

Bagan Struktur Organizasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I.q Peraturan Walikota ini.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Dacrah adalah sebapaimana
tercantum dalam Lampiran [ILn Peraturan Walikota ini,

Bagian Kedelapanbelas
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Paragrafl 34
Hedudukan

Pasal 37

Dinals- Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur
teknis yang mempunyai tugss dan kewsjiban membanmn  Walikota  dalam
menyelenggaralian urusan wajib non pelayanan dasar bidang pensnaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu;
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Paragraf 35
Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Susunan Orgamisasi Dinas Penanaman Medal dan Pelavanan Terpadu Salu
Pinitu terdicd dari -
A. Kepala Thnas;
B. Sckretariat, terdir dari -
. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
C.Bidang Promosi, Kebijakan dan Pengendalian Penanaman Modal, terdiri
dari :
1. Beksi Promosi, Kerjasama dan Pengembangan Penanaman Modal:
2. Beksi Kebijakan dan Kajian Ponanaman Modal:
3. Beksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal,
D. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari
|, Seksi Perizinan Tertentu:
2. Scksi Perizinan dan Non Perizinan Umnum;
2. Scksi 'erizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal,
. E. Bidang Pengelolaan Data, Evaluasi dan Informasi terdin dari ;
1. Seksi Data, Informasi dan Pengaduan;
2. Seks Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
3. 5eksi Registrast dan Dokumentasi,
F. Kelompok jabatan fungsional

(<) Bagan Struktur Organisasi Dinas Dacrah adalah sehagaimana tercantum
dalam Lampiran I.r Peraluran Walikota ini.

(3] Tugas lolwok dan Fungsi Organisasi Dinas Dacrah adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Lo Perataran Walikots ini.

Bagian Kesembilanbelas
DINAS EEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Paragraf 36
Kedudukan

£ Pasal 39

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur tcknis vang
mempunyai fugas dan  kewajiban  membantu  Walikota  dalam
menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang kepemudaan,
olaharaga dan pariwisata;

Paragraf 37
Susunan Organisasi

Pasal 40

(1} Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, (Mahraga dan Pariwisata  terdin
dari ;
A, hepala Dinas;
B. Sekretariat, terdin dari ;
1. Bub Bagian Perencanaan;
2. 3ub Bagian Umum dan Kepegawaian:
3. Bub Bagian Keuangan,
. Bidang Pemuda, terdiri dari ;
L. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan:
2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan;
3. Seksi Fasilitasi Aktivitas Organisasi Kepemudaan.
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[D. Bidang Olahraga, terdin dar ;
1. Seksi Peningleatan Profesionalisme Sumber  Dayes Manusia [(STOM)
Olahraga;
2. Bekesi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
3. Scksi Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga,
E. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
1. Belisi Penpembangan dan Promosl Kepanwisataan;
2. Beksi pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia;
3. Seksi Pengendalian Kepariwisataan.
F. Bidang Ekonomi Kreatif, terdini dari ;
1. Beksi Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya;
2. Beksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Design dan Iptek;
3. Beksi Kerjasama dan Fasilitasi.
G.Unit Pelaksana Teknis (UFT)
H.Kelompok jabatan fungsional

(2] Bagan Siruktur Orpganisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas
tercantum dalam Lampiran 1.s Peraturan Walikota ini,

(3] Tugas dan Pungsi Organisasi schagaimana dimaksud avat (1) di atas
tercantum dalam Lampiran III.p Peraturan Walikota ini.

. Bagian Keduapuluh
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Paragraf 38
Kedudukan

Pasal 41

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah merupskan unsur teknis vang
mempunyal  tugas dan  kewajiban  membantu Walikota  dualam
menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang perpustakaan
dan kearsipan daerah;

Paragraf 39
Susunan Organisasi

Pasal 42

. (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terdiri
clari:
A, Kepala Dinas;
B. Sekretariat, terdiri dari ¢
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2, 5ub Bagian Umum dan Kepegawaian,
C. Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
1. Scksi Deposit dan Pengadaan Bahan Pustaka;
2. Bcksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka:
3. Beksi Layanan, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan,
D). Bidang Kearsipan, terdiri dar :
L. Selksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan;
2. Scksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
3. Scksi Pengelolaan Arsip Statis.
E. Bidang Tcknologi Informasi, terdiri dari
1. Seksi leknologi informasi dan otomasi perpustakaan;
2. Seksi teknologi informasi dan otomasi kearsipan;
3. Seksi layanan sistermn informasi.
F. Kelompok jabatan fungsional
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(2] Bagan Strukiur Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana lercanlum
dalam Lampiran Lt Peraturan Walikota ini.

(3] Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Daerah adalah ssbagaimana
tercantum dalam Lampiran III.g Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluh Satu
DINAS PERDAGANGAN

Paragraf 40
HKedudukan

Pasal 43

Dinas Perdagangan merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan
kewajiban membantu Walikota dalam  menyelenggarakan urusan pilihan
hidang perdagangan dan pasar;

Paragraf 41
Susunan Organisasi

Pasal 44

(1} Susunan Organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari :

A. Kepala Dinas;

B. Sekretariat, terdiri dari :
1, 5ubr Bagian Perencanaan Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
2, 5ub Bagian Umum dan Kepegawaian,

C. Bidang Perdagangan, terdin dari :
1, Scksi Pengendalian Usaha;
2. Beksi Perlindungan Konsumen;
3. Beksi Pengembangan Usaha.

0. Bidang Pasar, terdiri dari :
1. Seksi Pembungunan, Pengembangan dan Kemitraan;
2. Beksi Pendapatan;
3. Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang.

E.Unit Pelaksana Teknis (UPT)

F.Kelompok jabatan fungsional

. (2) Bagan Struktur Organisasi scbagaimana dimaksud ayat (1) di atas
tercantum dalam lampiran [.u Peraturan Walikota ini.

(3} Tugas dan PFungsi Organisasi sebagaimana dimaksud avat {1) di aras
tercantum dalam lampiran [Lr Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluh Dua
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 42
Eedudukan

Pasal 45

Badan Perencanaan Pembsangunan Daerah merupakan unsur teknis Vg
mempunya  tugas dan kewajiban membantn Walikots dalam  memberikan
dukungan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi scmua
perangkal daerah vang melaksanakan Urusan Pemerintahen Umum vang
discrahkan kepada Dacrah, baik urusan wajib vang berkaitan dengan pulag,':'umn
dasar, yang tidak berkaitan dengan pelavanan dasar maupun urusan pilihan;
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Paragrafl 43
Susunan Organisasi

Pasal 46

{1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari -

A, kepala Badan;

B. Sekretariat, terdiri dari:
1. Bub Bagiat Perencanaan;
2. Bub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagan Umum dan Kepegawaian.

C. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang, terdiri dar ;
1. Sub Bidang Infrastruktur;
2. Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
3. 5ub Bidang Lingkungan Hidup dan Pemukiman.

L. Bidang Sosial Budava dan Pemerintahan, terdiri dari ;
1. Sub Bidang Pendidikan dan Budaya;
2. 5ub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masvarakat;
3. Sub Bidang Pemerintahan.

E. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
1. Sub Bidang Produksi Dacrah;

. 2. Bub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;

3. Bub Bidang Penpembangan Ekonomi.

F. Bidang Penclitian dan Pengembangan |, terdiri dari
1. Sub Bidang Menelitian dan Pengembangan;
2. 3ub Bidang Darta dan Informasi;
3. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

;. Kelompok jabatan fungsional

(4} Bagan Struktur Organisasi Badan Daerah adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran l.v Peraturan Walikota ini.

(3} Tugas Pokok dan Fungsi Organisssi Badan Daerah adalah sebaprimana
rercanium dalam Lampiran [V.a Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluh Tiga
EADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

. Paragraf 44
Kedudukan

Pasal 47

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia merupakan unsur
teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban  membantu Walikota  dalam
menyelenpgarakan manajemen kepegawaian, serta melaksanakan tugas lain
berdasarkan Peraturan Perundang undangan vang berlaku:

Paragrafl 45
Susunan Organisasi

Fasal 48

(1] Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Penpembargan Sumber Daya
Manmusia, terdini dari -
A. Kepala Badan;
B. Sekretariat, terdiri dari :
l. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan:
2. 3ub Bagian Umnum dan Kepegawaian.
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C. Bidang Pengadaan Dan Mutasi Pegawai, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengadasan dan Pembinaan Pogawai;
2, Bub Bidang Mutasi Pegawai;
3. 5ub Bidang Kepangkatan dan Penpgajian Pegawai.
D. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, terdird dari
L. Sub Bidang Pengembangan Sumberdaya Aparatur;
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
3. Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional.
E. Bidang Informasi Kepegawaian Dan Pemberhentian Pegawai, terdin dard :
1. 5ub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian;
2. Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan Kepegawaian:
3. Sub Bidang Pernberhentian dan Kesejahteraan Pegrawai.
F. Kelompok jabatan fungsional

(2] Bagan Souktur Organisasi Badan Daerah adalah scbapaimana tercantum
dalam Lampiran L.w Peraturan Walilaa ini,

(4] Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Daersh adalab sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I'V.b Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluh Empat
. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Paragraf 46
EHEedodukan

Pasal 49

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aser Daersh (BPKAD) mempunyal tugas
menyelengearakan sebagian kewenangan daerah dibidang kcuangan, serta
melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan vang ditetapkan oleh
Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Paragraf 47
Susunan Organisasi
Pasal S0
. (1} Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah, terdiri
dan ;

A. Kepala Badan;
B. Sckretariat, lerdin dari
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan:
2. Bub Bagian Umum dan Kepegawaian.
C. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdid dari -
1. 3ub Bidang Perencanaan Anggaran;
2. Sub Bidang Penpendalian Anggaran;
3. Sub Bidang Perbendaharaan.
D). Bidang Alkuntansi, terdird dari -
l. Sub Bidang Akuntansi [;
2. Bub Bidang Akuntansi 1l;
3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
E. Bidang Aset Dacrah, terdiri dar ;
1. 5ub Bidang Perencanaan Aset Dacrah;
2. Bub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaaian Aset Daerah;
3. Sub Bidang Mutasi dan Penpawasan Asel Dacrah.
F. Umit Pelaksana Tcknis (UPT)
(. Kelompaolk jabatan fungsional
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[2) Bagan Struktur Organisasi sebaguimanz dimaksud avat (1) di atas
tercantum dalam Lampiran I.x Peraturan Walikota ini,

(3} Tugas dan Fungsi Orgenisasi sebagaimana dimaksud avat (1] di atas
tercantum dalam Lampiran IV.c Peraturan Walikota ind.

Bagian Keduapuluh Lima
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Paragraf 48
Kedudukan

Pasal 51

Badan Pengelolaan Pajak dan Rerribusi Dasrah merupakan unsur telenis yang
mempunyai tugas dan kewajiban  membantu Walikota  dalam
menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah:

Paragraf 49
Susunan Organisasi

Pasal 52

. (1) Busunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri
dar ;
A, Kepala Badan;
B. Sckretariat, terdiri dari :
L. 5ub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiun.
C. Bidang Pendalaan dan Pendattaran, terdiri dari :
1. 5ub Bidang Pendataan dan Penilaian:
2. Sub Bidang Pendafraran;
3. 5ub Bidang Penpolahan Data dan Dekumentasi.
D. Bidang Penetapan dan Penagihan, terdid dard
1. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan;
2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan:
3. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi,
E. Bidang Pembukuan dan Pengendalian, terdiri dari -
L. Bub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
. 2. 5ub Bidang Pengembangan Pendapatan;
3. Sub Bidang Pengendalian Dan Evalussi,
F. Kelompok jabatan fungsional

(2} Bagan Struktur Organisasi scbagaimana dimaksud ayat (1} di atas
tercantum dalam Lampiran Ly Peraturan Walikota ini,

(3] Tugas dan Fungsi Orpanisasi schagaimana dimaksud ayar (1) di atas
tercantum dalam Lampiran IV.d Peraturan Walikora ini,

Bagian Keduapuluh Enam
KECAMATAN DAN KELURAHAN

Paragraf 50
Kedudukan

Pasal 53

Kecamatan berkedudukan di bawsh dan bertangsungjawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah dalam rangka pelaksenaan tugas vang dilimpahkan
oleh Walikota untuk melakssanalkan sebaglan urusan pemerintahuan vang menjacdi
kewenangan daecrah.
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Pasal 54

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk dengan Peraturan
Daerah yvang berpedoman pada peraturan pemerintzh untuk membantu atau
melaksanakan sebapian tugas camal.

Paragraf 51
Susunan Organisasi

Pasal 55

(1) Susunan Organisasi Kecamaran terdiri dari:

A, Camal;

E. Selkretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Subr Bagian Keuangan.

C. Belksi Pemerintahan dan Trantib;

I}, Sekesi Pem bangunan;

E. Seksi Perelkonomian;

F. Seksi Kesgjahteraan Rakyal.

. (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tercantum
dalam Lampiran .z Peraturan Walikota ini.

(3] Tugas dan Fungsi Organisasi scbapaimena dimaksud ayat (1] di atas
tercantum dalam Lampiran II.d Peraturan Walikota ini.

Pagal 56
(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
A Lurah;
B. Selwretariat;

C. Scksi Pemerintahan;
[ Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
E. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

(€] Bagan Stuukiur Organisasi sebagaimena dimaksud avat {1} di atas tercantum
dalam Lampiran Laa Peraturan Walikota ini,

. (3] Tugas dan Fungsi Organisasi dimaksud ayat (1) di atas tercantum dalam
Lampiran II.e Peraturan Waliltota. ini.

Bagian Keduapuluh Tujuh
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Paragraf 52
Kedudukan

Pazal 57

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politk
berpedoman pada Perataran Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisas! dan Tata Kerja Perangkat Deersh Kota Metro

scbagaimana telah diubah dengan Peraluran Daerah Kota Mstro Nomor 12 Tahun
2010.
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Paragraf 53
Susunan Organisasi

Pasal 58

{1} Susunan Orpganisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdin dan:
A. Kepala Kantor;
B. Sub Bagian Tata Usaha
C. 3eksi Kesatuan Hangsa Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,
D. Seksi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakstan;
E. Beksi Politik Dalam Neperi.

(2] Bagan Struktur Organisasi schagaimana dimaksud ayvat (1) di atas lercantum
dalam Lampiran [.ac Peraturan Walikota ini.

(3] Tugas dan Fungsi Organisasi dimaksud ayat (1} di atas tercantum dalam
Lampiran V.a Peraturan Walikota ind.

Bagian Keduapuluh Delapan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Paragraf 54
Kedudukan

Pasal 50

Kedudukan dan Susunan Orpanisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
herpedoman pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DPerangkat Daerah Kota Metro
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun
20140,

Paragraf 55
Susunan Organisasi

Pasal 60

(1) Susunan Organisasi Badan Penangpulangan Bencana Daerah, terdin dari:
A. Kepala Badan;
. B. Unsur Pengarah;

C. Unsur Pelaksane, terdiri dari
1. Kepala Pelaksana;
2, Sckretariat:
2. Beksi Pencegahan dan Keslapsisgaun;
4. Scksi Kedaruraran dan Logistile
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

D, Kelompok jebatan fungsional

{2} Bagan Strukitur Organisasi sebagaimana dimaksud ayvat (1) di atas tercantum
dalam Lampiran Lad Peraturan Walilcota ini.

(31 Tugas dan Pungst Organisasi dimaksud ayat (1] di atas tercantum dalam
Lampiran V.b Peraturan Waliketa ini.



https://jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOFA METRO

BAB III
STAF AHLI

Pasal 61

(1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 {tga) Staf Ahli Waliloota,
(2) Btaf Ahli Walikota terdiri dari ¢
A, Slal Ahli Walikota 1 ; membidangi urusan pemerintahan wajib vang berkaitan
dengan pelayanan dasar,;
B. Stal Ahli Walikota Ul ; membidangl ursan pemerintahan wajib yvang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar;
C. Slal Ahli Walikota Il ; membidangi ursan pemerintahan pilihan;

(2} Staf Ahli bertanggungiawab lepada Walikolts dan  secara  Administratif
dikaordinasikan oleh Seloetaris Daersh;

(4] Bagan Struktur Organisasi Stal Ahli Walikotz schagaimana dimaksud avat (1)
thi atas tercantum dalarn lampiran Lab Peraturan Walikota ini,

(5) Tugas dan Fungsi Organisasi Staf Ahli Walikota dimeksud ayat (1) di azas
tercantum dalarn lampiran [Lf Peraturan Walikota ini.

. BAE IV

KEPEGAWAIAN
Pasal 62

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkar Daerah diangkat dan diberhentikan olch
Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 63

(1} Sekretariat Daerah dipimpin oleh scorang Sekretars Daerah  dan
bertanggung jawab kepada Walikola;

i2) S::krﬂ’r_f:ria'r Dewan dipimpin oleh scorang Sekretaris Dewan, secara teknis
. operasional  bertanggungjawab  kepada  pimpinan DPRD  dan  secara
administratil bertanggungjawab kepada Walikota melalui Seleretaris Dagrah;

[3] Asisten pada Sekretariat Dacrah berada dibawah dan bertanggung jawah
kepada Sclkrcotaris Daerah;

(4] Dinas Dacrah dipimpin seorang Kepala Dinas dan bertanggungiawab kepada
Wahkota melalui SBekretaris Daerah; '

(5] Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab
kepada Walikola melalui Sekretaris Dacrah;

(5]  kantor Kesaruan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor
dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekreturis Daerah;

(7] Badan Penangsulangan Bencana Daerah dipimpin cleh Kepala Badan dan
bertanggungjawab kepada Walikota dan secara cx-officio dijabat oleh
Schkretaris Dacrah;

(8] Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Dacrah dipimpin
oleh Kepals Pelaksana dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan:

(9) Bagian pada Sekrelariat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian,
berada  dibawah dan  bertanggung  jawab kepada Asisten vang
bersangkutan;
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(10]

(11)

(12)

(1:3)

(1]

(15)

[16]

(17}

(18)
(19)

(0]

[21])

[22)

(23]

(24)

23]

(26

Baplan pada Sckretariat Dewan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian,
berada dibawah dan bertangpung jawab kepada Sekretaris Dewan;

Sekretariat pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dipimpin oleh seorang
Sekretans, berada dibawabh dan bertanggung jawab kepada masing-
masing Kepala Dinas dan atau Kepala Badan.

Kecamatan dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camal dan
bertanggungjawab kepada Walikota melahii Sekretaris Daerah;

Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurghan yvang discbuat Lurah dan
bertanggungjawab kepada Kecamatan;

Bidang pada Dinas Dacrah dan Badan Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang, berada dibawah koordinasi Sekretaris Dinas atau Badan
dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Dinas atau Kepala
Badan;

Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dan bertanggungjawab kepada
masing-masing Kepala Bagian yang bersangiastan,

Sub Bagian pacda Dinas Daerah dan Badan Daerah dipimpin oleh searang
Kepala Sub Baglan, berada dan bertanggungjawab kepada masing-masing
Sekretaris Dinas dan alau Sekretaris Badan:

Sul::l Bagian/ Seksi pada Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian/ Kepala Seksi, berada dan bertanggungjawab kepada Kepals
Kantor;

Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Kecamaton berranggung jawab
kepada Camat;

Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seks! Kelurahan bertanggung jawab
kepada Lurah:

Seksi/Sub Bidang pada Dinas Dacrah dan Badan Daerah dipimpin aleh
scorang  Kepala Secksi/Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan
bertanggungjawab  kepada masing masing Kepala Bidang  vang
bersangkutan; )

Kepala UPT pada Dinas dan Badan Daerah bertangsungjawakb kepada
Kepala Dinas dan Kepala Badan yang bersangloutan:

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah dan Seloretariat
Dewan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior scbhagai ketua

kelompok dan bertanggungjawab kepada Sckretaris Daerah dan atau
Bekretaris Dewarn

Eelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah dan Badan Daersh
dipimpin oleh seorang tcnaga fungsional senior sebagai ketua kelompnk
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Badan,

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Staf Ahli Walikola serta
Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran T Peraturan
Walikota ind,

Tug._qa Pokolk dan Fungs: Sekretarial Daerah, Sekretariat DPRD, Stal Ahli
Walikota, kecamatan scrta Kelurahan adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran 1T Peraturan Walikota ind.

Tugas Pokol dan Fungs! Dinas Daerah adalah sebagaimana tercanium
dalam lampiran 11T Peraturan Walikota ini.
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(27} Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah adalah sebagaimana tercantum

(8]

(1)

(2)

5]

(7]

(8]

(<)

dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Tugas Pokek dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana tercanturm dalam
lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAE VI
JABATAN PERANGEAT DAERAH

FPasal 64

Sekretaris Daerah merupakan jabatan cselon TTa atau jabalan pimpinan
linggl pratame;

Sckretaris DPRD, Inspektur Daersh, Asisten Selcretarial Daerah, Kepala
Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Walikota merupakan
Jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratams;

Schkretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekrelars Dinas
Daerah, Sekretaris Badan Daerah, kepala Bagian, serta Camat
merupakan jabatan strukoaral eselon IMa atau jabatan administrator:

Kcpala Bidang pada Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural
cselon Ik atau jabatan administrator;

Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Dacrah, Sekretariat NPRD,
Inspektorat, Dinas dan DBadan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan
Kepala Sub Bidang pada Badan Daerah, Kepala Unit Pclaksana Tcknis
pada Dinas dan Badan Daerah kelas A, Sekretaris Kecamalan serta
Kepala Seksi pada Kecamatan inerupakan jabatan eselon Va atau
jabatan pengawas;

Eepala Unil Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daersh kelas B,
Kepala Subbagian pada Unit Pclaksana Teknis pada Dinas dan Badan
Dacrah kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Keluralian
dan Kepula Seksi pada Kelurzhan merupakan jabatan eselon TVh atau
jabatan pengawas;

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dacrah yang berbentuk satuan pendidikan
dyabat olch jabatan fungsivnal gur atan pamong belajar sesusi dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan:

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah vang berbentuk rumah sakit daerah
dijabat oleh dokter atau dokter pipi yang ditetapkan sebapai pejabat
fungsional dokier atau dokter gigi dengan diberikan (ugas tambahan:

Kepala Unit Pelaksana Teknis vang herbentuk  pusat  kesehalan
masyarakat dijabat olch pejabat fungsional lenaga keschatan wvang
diberikan tugas tambahan;

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat mulal berlakunya Peraturan Walikots ini, pejabat yang ada telap
menduduki  jabatannya dan  melaksanakan ugasnya sampal  dengan
ditetapkannya pejabat vang bar berdusarlcan Peraturan Walikota ini,
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Pazal 66

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana dianir dalam
Peraturan Walikota mi dilaksanakan mula tahun 2017,

EBAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pagal 67
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017,

Ag.;u' s.ctiz_l.]:r_ orang mengetahuinya, memerintahkan penpundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Metro.

AL AL —_— . Ditctapkan di  : Metro
PARAF HIE '*1"“*' c‘lea 3 : 14 Deseriber

R Pada tanggal 2016
| kel Walthota . oo l sty e
e R T W ;
M;:_T:_i: i =,
Feoals Bagiar ’ iy

I
T TR T TSRS .

o Hasubb ad. i’lf o arl fm PAIRIN
Mundangkan di Metro

pada tanggal 4 Desempber 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ISHAK

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR ..o L....
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